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5.  Undang-Undang . . . 

 
 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

NOMOR 7 TAHUN 2024  
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 

Menimbang :    a. bahwa perencanaan pembangunan mempunyai peran dan 
fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan 
daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara 
bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat serta mendukung 
perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun 
rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 sebagai perencanaan 
pembangunan daerah yang merupakan dokumen 
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 

c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

 
Mengingat:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sulawesi   Selatan  (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6775);

SALINAN 
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c.  permasalahan . . . 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 
(Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Tahun 2024 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6987); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
dan 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 2 

 
(1) RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun. 
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

rumusan Visi Sulawesi Selatan mandiri, maju, dan 
berkelanjutan. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
rumusan Misi: 
a. mewujudkan transformasi sosial; 
b. mewujudkan transformasi ekonomi;  
c. mewujudkan transformasi tata kelola; 
d. memantapkan keamanan Daerah, demokrasi substansial, 

dan stabilitas ekonomi makro; 
e. memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi; 
f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan 

berkeadilan; 
g. mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang 

berkualitas dan ramah lingkungan; dan  
h. mendorong daya saing Daerah untuk kesinambungan 

pembangunan. 
 

Pasal 3 
  
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 

dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka 
panjang nasional. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  
a. pendahuluan; 
b. gambaran umum kondisi Daerah;
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c. permasalahan dan isu strategis; 
d. Visi dan Misi Daerah; 
e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan 
f. penutup. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 4 
 

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman 
dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan rencana 
pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan 
strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 
RPJMD periode sebelumnya. 

 

Pasal 5 
 

(1) RPJPD dapat diubah dalam hal: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum 
sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; 

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau 
c. merugikan kepentingan nasional. 

(2) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 20 September 2024 
 

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 
 

ttd. 
 
 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH 
Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 20 September 2024  
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, 
 
 

ttd. 
 
 

JUFRI RAHMAN 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7-225/2024) 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

NOMOR 7 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 
 

I. UMUM 
 

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang 
lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki 
tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, 
kesejahteraan, dan kualitas manusia. Dalam proses pelaksanaan 
pembangunan yang sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah 
mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas 
pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara 
bertahap guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas 
dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada daerah untuk 
menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 Ayat (1) 
  Huruf a 

Cukup jelas. 
  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah 
suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana 
alam, atau perubahan kebijakan nasional. 

  Huruf c 
   Cukup jelas.  

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 340 
 


